DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, H. Zainuddin. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi
Revisi, Cetakan ke X. Depok: RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimmly. 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,
Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara.
Jakarta: FHUI.

Azheri, Busyra. 2016. Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofis
terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.

Basah, Sjachran. 1985. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi
di Indonesia. Bandung: Alumni.

Chaudhuri, Sarbajit dan Ujjaini Mukhopadhyay. 2014. Foreign Direct Investment
in Developing Countries: A Theoretical Evaluation. New Delhi: Springer.

Diantha, I Made Pasek. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Fendri, Azmi. 2016. Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara, Cetakan ke I.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fuady, Munir. 2005. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era
Global, Cetakan ke II. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gatot, Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di
Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

H.S., Salim. 2012. Hukum Pertambangan di Indonesia. Cetakan ke VI. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.

. 2014. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar
Grafika, 2014.

H.S., Salim dan Budi Sutrisno. 2018. Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua,
Cetakan ke V. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.
Surabaya: Bina IImu.

. 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta:
Penerbit Universitas Trisakti.

Hadjon, Phillipus M. et.al. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cetakan
ke XII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hannigan, Brenda. 2012. Company Law Third Edition, (United Kingdom: Oxford
University Press.

Harahap, M. Yahya. 2019. Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke VII. Jakarta:
Sinar Grafika.

Harjono, Dhaniswara K. 2007. Hukum Penanaman Modal. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.

206



HR, Ridwan. 2017. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke XIII.
Depok: RajaGrafindo Persada.

Ilmar, Aminuddin. 2017. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan ke V.
Jakarta: Kencana.

Jened, Rahmi. 2016. Teori dan Kebijakan Investasi Langsung (Direct Investment),
Cetakan ke I. Jakarta: Kencana.

Khairandy, Ridwan. 2014. Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke 1. Yogyakarta:
UII Press.

Kairupan, David. 2014. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing, Cetakan ke II.
Jakarta: Kencana.

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 2015. /lmu Negara Edisi Revisi. Cetakan ke
VII. Jakarta: Gaya media Pratama.

Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 2016. Pengantar llmu Hukum:
Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, Buku
I, Cetakan ke IV. Bandung: Alumni.

Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,
Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke VIII.
Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan ke 1
Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.

. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

Mossa, Imad A.2002. Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, Practice. New
York: Palgrave.

Mustafa, Bachsan. 1979. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung:
Alumni.

Nadapdap, Binoto. 2020. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007, Edisi 7. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi
Aksara.

Ni’Matul, Huda. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Cetakan ke 1X.
Jakarta: PT GrafindoPersada.

Nugraha, Dwi Putra. 2018. Hukum Tata Negara. Tangerang: Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan.

Nugraha, Safri. Et al. 2007. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Depok:
Center For Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (CLGS-FHUI).

Pettet, Ben. 2015. Company Law Second Edition. Great Britain: Longman Law
Series.

Prins, W.F dan R. Kosim Adisapoetra. 1978. Pengantar llmu Hukum Administrasi
Negara. Jakarta: Pranadnya Paramita.

Prasetya, Rudhi. 1995. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Bandung: Citra Aditya
Bakti.

207



Purwosutjipto, HM.N. 1982. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2.
Jakarta: Djambatan.

Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan
Keunggulan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman. 2018. Hukum Investasi dan Pasar Modal,
Cetakan ke V. Jakarta: Sinar Grafika.

Rondonuwu, Patrice Mantiri. 2017. Soekarno dan Kebijakan Hukum di Indonesia:
dari Proklamasi ke Negara Kesatuan. Jakarta: Nomadnesia.

. 2019. Hukum Pemerintahan Daerah dan Investasi.
Depok: RajaGrafindo Persada.

Saleng, Abrar. 2004. Hukum Pertambangan. Y ogyakarta: UII Press.

Saputra, M. Nata. 1989. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Sembiring, Sentosa. 2018. Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Cetakan ke III Revisi Kedua. Bandung: Nuansa Aulia.

Sidabalok, Janus. 2012. Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran
Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Cetakan
ke I. Bandung: Nuansa Aulia.

Sihombing, Jonker. 2009. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bandung:
Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Cetakan ke XVI. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press.

Soemitro, Rachmat. 1993. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf.
Bandung: Eresco.

Sumantoro. 1987. Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, Hukum,
dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Cetakan ke I. Jakarta:
Gramedia.

Sunggono, Bambang. 2005. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo
Persada.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi
Langsung di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2012. Hukum Pertambangan, Cetakan ke II. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahjono, Padmo. 1997. llmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori
llmu Negara dari Jellinek. Jakarta: Melati Study Group.

JURNAL

Fahmi, Sudi. “Ketidakpastian Hukum dalam Investasi di Bidang Kehutanan di
Provinsi Riau”. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5, Nomor 2. Pekanbaru:
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2006.

Hadi, Syofyan dan Tomy Michael. “Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) dalam
Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”. Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No.
2. Jakarta: Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta in Associate with Center for Study of Indonesian
Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS), 2017.

208



Hartana. “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor
Pertambangan Batubara di Daerah)”. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 3,
Nomor 1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2017.

Haryadi, Harta dan Meitha Suciyanti. “Analisis Perkiraan Batubara Untuk Industri
Domestik Tahun 2020-2035 dalam Mendukung Kebijakan Domestic
Market Obligation dan Kebijakan Energi Nasional”. Jurnal Teknologi
Mineral dan Batubara Vol 14, Nomor 1. Bandung: Puslitbang Teknologi
Mineral dan Batubara, 2018.

International Business Publications, “Indonesia Mining, Oil and Gas Industry
Export-Import, Business Opportunities Handbook Volume 1 Strategic
Information and Regulations”. Washington: International Business
Publications, 2013.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas
Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”.
Jurnal Crepido, Vol 1, Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, 2019.

Likadja, Jeffry Alexander Ch. “Memaknai Hukum Negara (Law Through State)
dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtsstaat)”, Hasanuddin Law Review,
Vol.1 Nomor 1. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Nefi, Arman, Irawan Malebra, dan Dyah Puspitasari Ayuningtyas. “Implikasi
Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang
No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Jurnal
Hukum dan Pembangunan Vol. 48 Nomor 1. Depok: Badan Penerbit FHUI,
2018.

Pahlevi, Kevin, Paramita Prananingtyas dan Sartika Nanda Lestari. “Analisis
Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee
Arrangement) Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.
Diponegoro Law Journal, Vol 6, Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 2017.

PricewaterhouseCoopers. “Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide”.
11th Edition, June 2019.

Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi
di Indonesia Melalui Omnibus Law”. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,
Ekonomi, dan Akuntansi), Vol4, Nomor 1. Bandung: Universitas
Lalangbuana, 2020.

Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan
Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37, Nomor 2. Depok:
Badan Penerbit FHUI, 2007.

Suhardin, Yohanes. “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat”. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, Nomor 3. Bandung:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2007.

Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu
Pendekatan Komparasi”, Administrative Law & Governance Journal, Vol.2,
Issue 1. Semarang: Faculty of Law, Diponegoro University, 2019.

209



PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2831

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3608

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4380

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6525

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5079

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

210



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5282

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 97

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta
Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 595

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 220

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E,

211



Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
Nomor 1

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 821

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 308

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016
tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi
Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan

Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 01.E/30/DJB/2015 tentang Perubahan Status Izin Usaha
Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi
Penanaman Modal Asing

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor
1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan,
Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara

PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2017/PTUN-PLG

KAMUS

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, 8th edition. St.Paul Minn:
West Publishing Co, diunduh dari <https://www.pdfdrive.com/blacks-law-
dictionary-8th-edition-d40394506.htmI>

INTERNET

“Batubara”, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-
bara/item236>, diakses 30 Juli 2020

“Peran Batubara bagi Ketahanan Energi
Nasional” <https://nasional .tempo.co/read/1369151/peran-batubara-bagi-
ketahanan-energi-nasional/full&view=ok>, diakses 30 Juli 2020

Amanda Ayudhia S, Pusat Kajian Sumberdaya Bumi Non-Konvensional Fakultas
Teknik Universitas Gadjah Mada, “Batubara sebagai Sumber Energi: Asal,
Jenis, dan Kegunaannya”, <https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/batubara-

sebagai-sumber-energi-asal-jenis-dan-kegunaannya/>, diakses 14
September 2020

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Kontribusi
PSDMBP dalam Pengungkapan Potensi Batubara”,

<http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article
&id=1249&Itemid=610>, diakses 30 Juli 2020

212



Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Keuntungan Berinvestasi di Indonesia bagi
Investor Asing”, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-
investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-
asing>, diakses 29 Juli 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Penanaman Modal Asing di
Indonesia” <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-
investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia>, diakses 16
September 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Realisasi Investasi Penanaman Modal
Asing (PMA) Berdasarkan Sektor Periode April - Juni (Triwulan II) Tahun
20207,
<https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Realisa
si_PMA_Berdasarkan_Sektor_ TW_II_2020.pdf>, diakses 29 Juli 2020

Cambridge Dictionary. 2020. Cambridge University Press,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/> , diakses 6 Oktober 2020

International Council on Mining and Metals, “Mining Contribution Index”,
<http://icmm.com/en-gb/society-and-the-economy/role-of-mining-in-
national-economies/mining-contribution-index> , diakses 30 Juli 2020

Tim Teknis OSS, “Petunjuk Teknis Pengisian Non Perseorangan Versi 3.0”,
<https://0ss.go.id/portal/home/download/pdf/Petunjuk_Teknis_Pengisian_
Non_Perseorangan.pdf>, diakses 16 September 2020

Wicaksono, Pebrianto Eko. “Sektor Energi dan Pertambangan Setor PNBP Rp 172
Triliun”,  <https://www liputan6.com/bisnis/read/4152244/sektor-energi-
dan-pertambangan-setor-pnbp-rp-172-triliun>, diakses 30 Juli 2020

REFERENSI LAIN-LAIN

Economy Profile of Indonesia: Doing Business 2020, World Bank Group

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019

Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II 2020, Edisi Vol.
4, Nomor 2 Agustus 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program
Studi Hukum Universitas Pelita Harapan. 2019. Tangerang: Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan.

213



